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TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan dengan mempedomani
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun
2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
UntukJasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 59);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2016
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaaan Bantuan Keuangan Partai
Politilk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018
Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor
9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12
Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8
Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan
Nomor 13 Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun
2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor
7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2013 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Tahun 2013 - 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2017 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 46);
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor
1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan
Nomor 37) ;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2017 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah: Rp2.308.657.046.483,95
2. Belanja Daerah: Rp2.360.418.324.664,99
Surplus/(Defisit) Rp(51.761.278.181,04)
3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp75.781.117.792,04
b. Pengeluaran Rp24.019.839.611,00
Pembiayaan netto Rp51.761.278.181,04

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp215.936.752.096,95;
b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp1.534.873.508.459,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah
Rp557.846.785.928,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah, sejumlah Rp39.942.721.843,63;
b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp16.253.274.825,00;
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
sejumlah Rp1.962.475.541,90;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sejumlah
Rp157.778.279.886,42.
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah
Rp146.882.212.459,00;
b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp1.031.039.347.000,00;
c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp356.951.949.000,00.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah, sejumlah Rp104.547.600.000,00;
b. Dana Darurat, sejumlah Rp0,00;
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya, sejumlah Rp113.330.206.928,00;
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah
Rp339.968.979.000,00;
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya, sejumlah Rp0,00;
f. Lain-lain Penerimaan Rp0,00.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,

terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp1.340.429.322.862,29;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp1.019.989.001.802,70.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari jenis belanja:

. Belanja Pegawai, sejumlah Rp860.436.402.467,49;

. Belanja Bunga, sejumlah Rp743.860.437,00;

Belanja Subsidi, sejumlah Rp0,00;

. Belanja Hibah, sejumlah Rp19.524.600.000,00;

. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp1.700.000.000,00;

Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp5.564.195.800,00;

. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah
Rp451.460.264.157,80;

h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp1.000.000.000,00.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp295.762.553.137,00;

b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp324.247.232.157,70;

c. Belanja Modal, sejumlah Rp399.979.216.508,00.

RS0 A0 T

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan, sejumlah Rp75.781.117.792,04;
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b. Pengeluaran, sejumlah Rp24.019.839.611,00.

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA), sejumlah Rp75.781.117.792,04;

b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah RpO0,00;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sejumlah Rp0,00;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah

Rp0,00;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp0,00;
f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp0,00.
g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, sejumlah

Rp0,00.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp0,00;

b. Penyertaan
sejumlah

Modal (Investasi) Pemerintah  Daerah,
Rp8.403.000.000,00;

c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp15.616.839.611,00;
d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp0,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

2.

Lampiran [

Lampiran II

. Lampiran III :

. Lampiran IV :

. Lampiran V

. Lampiran VI :

. Lampiran VII :

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan
Kerja Perangkat Daerah,;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan,
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;
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. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

12. Lapiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. LampiranXIIl : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

O

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

(2) Ketentuan mengenai penganggaran dan pengeluaran keadaan
darurat dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran tahun 2019.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 3 { DEL 08
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Diundangkan
pada tanggg =
SEKR ERAH KABUPATEN BANGKALAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 3/A.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 479-11/2018




